Kekuatan Hukum Akta Subrogasi Pada Proses Buy Back







4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam Kredit Kepemilikan Rumah antara bank dengan debitur telah 
terjadi hubungan hukum berupa pinjam meminjam sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Perjanjian pinjam meminjam 
dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang mengatur hak dan 
kewajiban debitur dengan bank. Suatu ketika debitur tidak dapat 
membayar angsuran kredit kepemilikan rumah dan mengalami kredit 
macet. Disuatu waktu jika dikemudian hari debitor wanprestasi untuk 
melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit, maka penjamin 
berdasarkan Perjanjian Buy Back Guarantee yang harus melaksanakan 
kewajiban tersebut untuk membeli kembali objek jaminan debitor, baik 
berupa jaminan benda bergerak maupun jaminan benda tidak bergerak. 
Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk ikatan antara bank dengan 
developer berupa perjanjian Buy Back Guarantee, sebagai upaya untuk 
melindungi kepentingan Bank. Perjanjian Buy Back Guarantee ada dalam 
perjanjian kerja sama dalam fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang dibuat 
antara developer dan bank. Bersamaan dengan pembayaran Buy Back 
Guarantee oleh developer kepada bank, kedua belah pihak membuat dan 
menandatangani perjanjian subrogasi. Dalam pelaksanaan Buy Back 





2. dengan Akta Subrogasi tersebut hak dan kewajiban beralih kepada 
developer. Sebagai developer mempunyai hak secara hukum untuk 
menggantikan posisi bank dengan melaksanakan semua kewenangan bank 
atas kepemilikan rumah tersebut. Pelaksanaan akta subrogasi mempunyai 
kekuatan hukum eksekutorial dan memiliki kepastian hukum.  
3. Penyelesaian sengketa antara developer dan debitur dimana debitur tidak 
berkenan mengosongkan rumah tersebut meskipun dengan adanya Akta 
Subrogasi. Untuk mengatasi hal tersebut pihak developer akan melakukan 
beberapa cara menyelesaikan permasalahan tersebut, antara lain: 
1. Pihak Developer akan memberikan peringatan-peringatan kepada 
Debitur. Upaya ini dilakukan sebelum melakukan upaya hukum yang 
lebih jauh dan hal ini penting dilakukan oleh Developer untuk 
mengukuhkan bahwa Debitur rumah tersebut sudah menjadi hak milik 
bagi Developer. 
2. Pihak Developer memberitahukan kepada debitur agar segera 
mengosongan atau mengeksekusi rumah tersebut. 
Bank melaksanakan Buy Back Guarantee atas rumah tidak 
mengembalikan uang pengembalian rumah yang sudah dibayarkan debitur 
baik yang sudah dibayarkan sebagai uang muka dan angsuran kredit 
pemilikan rumah kepada bank. Debitur merasa dirugikan dengan hal 
tersebut yang membuat adanya sengketa dengan developer. Penyelesaian 
sengketa dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan di Lembaga 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan negosiasi antara 





4.2 Saran  
1. Bagi Pihak Developer lebih baik dan lebih aman memberitahukan kepada 
debitur adanya Perjanjian Kerjasama yang memuat klausula Buy Back 
Guarantee tersebut. Akta subrogasi seharusnya diberitahukan kepada 
pihak debitur agar debitur memahami kedudukan pihak developer dan 
tidak merasa dirugikan. Pihak Developer dalam Kredit Kepemilikan 
Rumah memberikan penjelasan dan keterangan yang diberikan agar tidak 
terjadi sengketa dikemudian hari. Sedangkan Pihak Bank harus 
menyeleksi debitur dengan seteliti mungkin untuk menghindari kredit 
macet.  
2. Bagi Pihak Debitur harus sangat berhati-hati dalam memilih Kredit 
Kepemilikan Rumah  mengenai harga rumah dan cara melakukan 
pembayaran angsuran kredit rumah tersebut. Jika dibuatkan Perjanjian 
apapun diharapkan debitur membaca secara jelas dan memahahi secara 
jelas yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Pihak Debitur harus 
memperhatikan hak dan kewajiban, apa yang harus dilakukan Debitur atas 
perjanjian tersebut dan ketidakpahaman Debitur suatu saat dapat menjadi 
konflik suatu saat nanti. Dengan memperhatikan tanggung jawab dari 
masing masing pihak antara Developer, Bank dan Debitur. 
